
Nomor : 02/23-, 1-20,6

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata)tUntuk Permohonan KompensasilGanti Rugi

Atas Mesin-Mesin Cetak Percetakan Milik A1m. Bapak Gortap

Sitompul Yang Telah Dipinjam 01eh Pemerintah RI Untuk Mencetak

Oeang Republik Indonesia Propinsi Soematera (ORIPS) Sebagai

Pengganti Uang Jepang Dan Uang NICA (Belanda) Dan Kertas Dan

Tinta Yang Dibelinya Denngan Uangnya Di Singapura Untuk Bahan

Bakunyal

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di Jakarta Pusat

Jakarta, 23 November 20.6

Dengan hormat,

Yang benanda tangan di bawah in I:

Nama : Kantni Sitompul(ariak dan penerima kuasa tunggal
dan Alm. Bapak Gortap Sitompul)

Tempattanggallahir : Tarutung, 31 Agustus 1936 (usia 80 tahun)
Pekerjaan : Wiresuasta

Warga Negara :Indonesia

A1amat : Jalan Tenis, No. 22, Medan, Provinsi Sumatera Utara
atau Jalan Jeruk No. 6, Rawamangun, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta

. ..
.

Nomortelepon/HP : 08.3 1682 28.3
Seianjutnya disebut sebagai

I,

,

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasa1 1740 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ternadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
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KEWENANGAN MAHKAMAH

a. Bahwa Pasa1 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1045 (UUD 1945), Pasa1 10 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

.
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PEMOHON.



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi(UU MK), dan Pasa1 29 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU

48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasa1 24C ayat(,) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusiberwenangmengadi/ipada tingkatpertama dan terakhiryang

putusannya bersifatfinal untuk mengqji undang-undang techadap Undang-Undang
Dasar. .."

Pasal, O ayat(,) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi belwenang mengadilipada tihgkat pertaina dan terakh^^

yangputusannya bersifiati7naluntuk:

a. mengt4ji undang-undang techadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945'I

b

Pasa1 29 ayat(I) huruf a UU 48/2009:

"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadilipada tihgkat pertaina dan terakhi7

yang putusannya bersii^at fibaluntuk:

a. mengt!11 undang-undang techadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tabun 1945'I

,

b. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Iembaga tinggi Negara yang inaria

sebagai pengawal dan penafsir konstitusi(the guardian and the jilterpreter of

the constitution)

c. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian

Konstitusionalitas Kitab Undang-Undang Hukurh Perdata (KUHPerdata)

ternadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah bemyenang mengadili

permohonan a quo.

11. KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING)PEMOHON

a. Bahwa Beadasarkan Pasa1 51 ayat (,) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat

mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ternadap UUD 1945

adatah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionatnya yang diberikan o1eh UUD 1945 dirugikan o1eh berlakunya

suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok oreng yang

meinpunyaikepentihgan sama);

,

T
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b. kesatuan masyarakat hukum adat sepalyang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Repubffk Indonesia

yang diaturdalam Undang-Undang, .

c. badan hukumpublikatauprivat; atau

d. Iembaga negara.

2. Bahwa seiak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU-1/1/2005

tangga1 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/1PUU-

V/2007 tangga1 20 September 2007, sena putusan-putusan selanjutnya,

Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 51 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkam;ah Konstitusi haru^s

memenuhilima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konst^fusionalPemohon yang diberikan o1eh

UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusionaltersebut o1eh Pemohon dianggap

dirugikan o1eh berlakunya Undang-Undangyang dimohonkanpengc!nan;

c. kerugian konstitusionaltersebut barus belsifat spesifik (khusus) dan aktual atau

setidak-tidaknya potensialyang menurut penalaren yang well'ar dapat djoastikan

akan telladi;

d. adanya hubungan sebab-akibat(causal verband) antara kerugian dimaksud dan

beflakunya Undang-Undangyang dimohonkanpengt!1'1an;

e. adanya kernungkihan bahwa dengan dirtabulkannya permohonan inaka kerugian

konstitusiona/ sepeitiyang didalllkan tidak akan ateu tidak lagiteijadi,

3. Bahwa Reinohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang tercatat

sebagai Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk

Kependudukan 02.5302.7,0836.0002 Pemohon adalah pureri keempatlahli

waris dan penerima Kuasa Tunggal dan Alm. Bapak Gortap Sitompul;

4. Bahwa orang tua Pemohon A1m. Bapak Gortap Sitompul pada awaitahun

1945, meiniliki sebuah usaha percetakan of Reinatang Siantar, yang

beralamat di Jalan Sutom0 246, dengan peralatan Getaknya dibeli dan 'De

Dell Courant"(perusahaan Belanda) di Medan, berupa satu mesin catak

Gordon, satu mesin cetak Srielpers dan dua buah mesin catak Herdelberg

otomatis;

,

I.

.

5. Bahwa kernudian pada tahun 1946 datang seorang utusan Reinenntah

Republik Indonesia (A1m, Muh. Amrin sebagai Kepala Jawatan Keuangan

Sumatera) untuk meinbicarakan suatu keadaan penting, bahwa Presiden
3



Soekarno meIalui Meriteri Keuangan memerintahkan kepada Mr. Teuku

Mohammad Hasan sebagai Gubemur Provinsi Sumatera (pada awal

kernerdekaan Pulau Sumatera hanya terdiri atas satu provinsi saia) agar

mengusahakan sendiri percetakan uang kepentingan perluangan riasional,

karena uang tersebuttidak dimungkinnkan jika dikirim dan Pulau Jawa;

6. Bahwa bedasarkan haltersebut, A1m. Muh. Amrin menyampaikan pesan

Gubernur agar orang tua Pemohon A1m. Bapak Gortap Sitompul bersedia

meminiamkan mesin-mesin cataknya. Dengan rasa riasionalisme yang tinggi

dan kebanggaan dapat meinbantu perluangan Bangsa Indonesia, oreng tua

Pemohon A1m. Bapak Gortap Sitompul menyatakan kesediaannya bahkan

ikutturun secara teknis dalam pencetakan uang tersebut;

7. Bahwa mesin-mesin percetakan tersebut akhirnya dipindahkan dan Jalan

Sutom0 246 ke gedung De Javasche Bank (Bank Indonesia sekarang) di

Pematang Siantar dengan didampingi atau dikawa1 o1eh H. T. Sitompul

yang pada saat itu seiaku Panglima Divisi Gajah 11, dan dengan meIalui

penuangan akhimya ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi

Soematera) dicetak pada hari Senin tangga1 31 Maret ,947 dengan

pecahan terdiri atas Rp. I (satoe roepiah), Rp. 5 (Iima roepiah), Rp. 10

(sepoeloeh roepiah); dan Rp. 100 (seratoes roepiah). sebagaitanda

pembayaran yang sah/resini sementara untuk Propinsi Soematera, pada

tangga1 8 April, 947 ada Maklumat Goebernoer Soematera Nomor921K. U.

.

8. Bahwa pada tahun 1947 tenadi agresi iniliter o1eh Belanda yang

menyebabkan Pematang Siantar diduduki Belanda, sehingga pemerintahan

pada saat itu dipindahkan ke Bukit Tinggi, dan oreng tua Pemohon A1m.

Bapak Gortap Sitompulikut pindah untuk mengamankan klise-klise ORIPS,

yang kernudian diserahkan kepada Saudara Enda Mara (Pelabat Tinggi

Pemegang Arsip/Dokumen Kantor Goebernoer Soematera) Iatu secara

resini diserahkan kepada Saudara Mohammad Hatta (Wakil Presiden);

,

9. Bahwa seiak saat itu keberadaan mesin-mesin cetak tersebut tidak

diketahuilagi hingga saat ini(sampai orang tua Pemohon Aim. BapaK

Gortap Sitompultutup usIa) sebelum meninggal oreng tua Pemohon A1m.

Bapak Gortap Sitompul mewasiatkan kepada Pemohon untuk mencari dan

mengurus kernbali mesin percetakan tersebut dan hasilnya untuk

menghidupi keluarga besar A1m. Bapak Gortap Sitompul, dimana saat jin
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beberapa dan anggota keluarga besar A1m. Bapak Gortap Sitompultidak

meiniliki ruinah tinggal;

10, Bahwa Pemohon menialankan wasiat yang diberikannya dan juga

mendapatkan Kuasa Tunggal sena sebagai ahli waris dan Aim. Bapak

Gortap Sitompul. Pada tanggal 7 Oktober 1980 telah menyampaikan surat

permohonan kepada Bapak Presiden RI Soeharto agar memberikan

penganugerahan tanda kehormatan untuk Aim. Bapak Gortap Sitompul

dan permohonan penggantianlkompensasi atas peminjaman 4 (empat)

mesin percetakan inilik A1m. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan

kertas yang digunakan o1eh Pemerintah Rl pada tahun ,947 untuk mencetak

ORIPS. Namun Pemohon tidak menuairespon atau tanggapan dan Bapak

Presiden RI Soeharto;

11. Bahwa setelah reformasi pada tahun 2003 Pemohon meIakukan

korespondensi kepada instansi pemerinta diantaranya kepada Presiden Rl,

Meriteri Keuangan, Dirut Peruri, Meriteri SOSial, Gubernur Sumut, DPRD

Kota Pematang Siantar, Walikota Pematang Siantar sampai akhirtahun 2005

Pemohon tidak dapattanggapan atau pun balasan;

12. Bahwa pada tangga1 23 September 2005 Pemohon melaporkan kepada

Komisi Ombudsman Nasionaltentang 2 (dua), ha! yaitu penganugerahan

tanda kehormatan dan permohonan/kompensasi. Dan sini inulai mendapat

titik terang bahwa Komisi Ombudsman Nasiona!telah menyurati/meneruskan

pihak-pihak terkait dan juga menembuskan kepada pihak-pihak terkait;

43. Bahwa pada akhirnya tangga! 6 November 2009 di era Pemerintahan

Presiden Susilo Barnbang Yudoyono techitlah Keputusan Presiden RI No.

060frKfrahun 2009, yang mengabulkan salah satu permohonan Pemohon

yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa "Bintang Jasa Utama"

kepada oreng tua Reinohon Aim. Bapak Goriap Sitompul, karena telah

bedasa daiam perluangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal

kernerdekaan Rl yang dengan segenap kernampuan dan tekat meminiamkan

a!at percetakan kepada Pemerintah Rl untok mencetak Oeang Repoeblik

Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang

NICA (Belanda) sena usaha tanpa kerial takut yang dilakukan guna

mendapatkan kertas untuk mencetank uang beserta tinta dengan melintasi

Selat Sumatera menuju Singapura dengan cara menyelundup me!elui

*
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Pelabuhan Tanjung Balai Asahan karena situasi yang tidak mein ungkinkan

untuk me inbawa secara normal;

14. Bahwa masih ada permohonan Pemohon yang hingga kini belum

tenaksana meskipun sudah ada penganugerahan "Bintang Jasa Utama"

yaitu permohonan penggantian/kompensasi atas peminjaman 4 (empat)

mesin percetakan ini!ik Aim. Bapak Goltap Sitompul berikut biaya tinta dan

kerias yang digunakan o1eh Pemerintah Rl pada tahun 4947 untuk mencetak

ORIPS.

15. Bahwa 4 (empat) mesin percetakan inilik A1m. Bapak Gortap Sitompul

berupa satu mesin cetak Gordon, satu mesin cetak Srie!pers dan dua buah

mesin cetak Heidelberg atomatis yang dibeli dan "De Den Courant"

(penisahaan Belanda) di Medan. Benkut biaya tinta dan kerias yang di

Pinjam pakai o1eh Pemerintah Rl pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS

tidak dikemba!ikan atau tidak ada penggantian kepada Aim. Bapak Gortap

Sitompul ataupun kepada Pemohon selaku ahliwarisnya sampaidetik ini;

16. Bahwa orang tua Pemohon A1m. Bapak Gortap Sitompu! yang karena tidak

dikembalikannya 4 (empat) mesin percetakan berikut biaya tinta dan kerias,

telah dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya Pasa! 1740 Kitab

Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak menerangkan

atau menyebutkan secara tegas yang dimaksud Pihak Lainya, yang

menyebabkan Pemerintah Rltidak mein11ikiitikat balk karena beranggapan

tidak harus atau wajib mengemba!ikannya. Terbukti sampai saat detik ini

padahal Pemerintah Rl mengakui apa yang sudah dilakukan o1eh orang tua

Pemohon A1m. Bapak Gortap Sitomput dengan terbitnya Keputusan

Presiden RI No. 060frK/Tahun 2009, yaitu penganugerahan tanda

kehormatan berupa "Bintang Jasa Utama" karena telah bedasa daiam

pertuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal kernerdekaan Rl

yang dengan segenap kernampuan dan tekat meminiamkan alat

percetakan kepada Pemerintah Rl untuk mencetak Oeang Repoeb!ik

Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang

NICA (Belanda) sena usaha tanpa kenaltakut yang dilakukan guna

mendapatkan kertas untuk mencetank uang beserta tinta dengan melintasi

Se!at Sumatera menuju Singapura ;
\
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17. Bahwa beadasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat

kerugian hak Konstitusiona! Pemohon dengan berlakunya Pasa1 1740 Kitab

Undang Undang Hukum Perdata (I^UHPerdata) Dengan demiKian, Pemohon

memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standihg) untuk mengajukan

permohonan a quo;

1/1. ALASAN PERMOHONAN (POSita):

I. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian

Pasa11740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata betounyi:

"^njam Pakaiadalah suatu pertanjian dengan inaria pmak yang satu memberIkan

suatu bareng kepada

dengan syaratbahwa yang menerima barang inI setolah memakerhya atau setolah

towatnya suatu waktu teltentu, akan mengembalikannya".

bertentangan dengan Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar

pengUlIan

Pasall ayat(3) UUD 1945 berbunyi:

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pasa1 280 ayat(I) UUD 1945 berbunyi:

"Seti^p orang berhak ataspengakuan, I^?minan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adjlseita perlakuan yang sama of hadapan hukum'I

Pasa1 28G ayat(,) UUD 1945 betounyi:

"Setiap orang berhak ates perl^^dungan din pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan barta benda yang ofbawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dan ancainan ketakutan untok belbuat atau tidak betouat

sesuatuyang merupakan hak asasi'I

,

inak an lainn, a untuk dipakai dengan cuma-cuma,

3. Da!il dan argumentasi Pemohon

a. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia, yang adalah puteri

keempat/ahli waris dan penerima Kuasa Tungga! dan A1m. Bapak Goltap

Sitompul;

b. Bahwa oreng tua Pemohon A1m. Bapak Gortap Sitompul meiniliki mesin-

mesin cetak berupa satu mesin cetak gorden, satu mesin cetak Srie!pers

dan dua mesin cetak heldelberg otomatis guna menialankan usaha

percetakan di Pematang Siantar. yang pada tahun 1946 A1m. Bapak

~

,

o
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Gortap Sitompul kedatangan seorang utusan Pemerintah Rl(A1m. Muh.

Amrin sebagai Kepala Jawatan Keuangan Sumatera) meminta A1m.

Bapak Goltap Sitompul bersedia untuk meminiamkan mesin-mesin cetak

A1m. Bapak Gortap Sitompul untuk dipergunakan mencetak uang kerias

ORIPS (Oeang RepoebliK Indonesia Propinsi Soematera) karena Presiden

RI Soekamo meIalui Meriteri Keuangan memerintahkan kepada Mr. Teuku

Mohammad Hasan sebagai Gubernur Provinsi Sumatera agar

mengusahakan sendiri percetakan uang kepentingan pertuangan

riasional. Dengan perundingan yang matang, inaka Aim. Bapak Gortap

Sitompul menyetujui untuk dipinjam;

c. Bahwa mesin-mesin percetakan tersebut akhimya dipindahkan dan Jalan

Sutom0 246 ke gedung De Javasche Bank (Bank Indonesia sekarang) di

Pematang Slantar. Saat itu .Aim. Bapak Gortap Sitompul memerlukan

kertas khusus dan tinta khusus yang dapat dibeli di Singapura guna

keperluan mencetak ORIPS. Akhirnya A1m, Bapak Gortap Sitompul

dengan uang perlbadinya mein bell kerias khusus dan tinta khusus, daiam

menuju Singapura melintasi Selat Sumatera dengan cara menyelundup

meIelui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan karena situasi yang tidak

meinungkinkan untuk meinbawa secara normal, tangga1 31 Maret 1947

akhirnya ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera) dicetak

dengan pecahan terdiri atas Rp. I (satoe roepiah), Rp. 5 (Iima roepiah),

Rp. 10 (sepoeloeh roepiah), dan Rp. too (seratoes roepiah). sebagai

tanda pembayaran yang sah/resini sementara untuk Propinsi Soematera;

d, Bahwa ditahun yang sama tahun 1947 tenadi agresi in 11iter o1eh Belanda

yang menyebabkan Pematang Siantar diduduki Belanda, sehingga

pemerintahan pada saat itu dipindahka;I ke Bukit Tinggi, dan orang tua

Pemohon A1m. Bapak GOTtap Sitompulikut pindah untuk mengamankan

klise-klise ORIPS, yang kernudian diserahkan kepada Saudara Enda Mare

(Pejabat Tinggi Pemegang Arsip/Dokumen Kantor Goebemoer

Soematera) Ialu secara resini diserahkan kepada Saudara Mohammad

Hatta (\A1akil Presiden);

e. Bahwa seiak saat itu keberadaan mesin-mesin cetak tersebut tidaK

diketahuilagi hingga saat ini(sampai orang tua Reinohon A1m. Bapak

Gortap Sitompultutup usia) sebelum meninggal oreng tua Reinohon A1m.

Bapak Gortap Sitompul mewasiatkan kepada Pemohon untuk mencari

.
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dan mengurus kernbali mesin percetakan tersebut dan hasilnya untuk

menghidupi keluarga besar A1m. Bapak Gortap Sitompul, dimana saat ini

beberapa dan anggota keluarga besar A1m. Bapak Gortap Sitompultidak

me iniliki ruinah tinggal;

f. Bahwa Pemohon menialankan wasiat yang diberikannya dan juga

mendapatkan Kuasa Tunggal sena sebagai ahli waris dan Aim, Bapak

Gortap Sitompul. Pada tangga1 7 Oktober, 980 telah menyampaikan surat

permohonan kepada Bapak Presiden RI Soeharto agar memberikan

penganugerahan tanda kehormatan untuk A1m. Bapak Goltap Sitompul

dan permohonan penggantian/kompensasi atas peminjaman 4 (empat)

mesin percetakan inilik A1m. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta

dan kerias yang digunakan o1eh Pemerintah Rl pada tahun 1947 untuk

mencetak ORIPS. Namun Pemohon tidak menuairespon atau tanggapan

dan Bapak Presiden R! Soeharto;

g. Bahwa setelah reformasi pada tahun 2003 Pemohon me!akukan

korespondensi kepada instansi pemerinta diantaranya kepada Presiden

Rl, Meriteri Keuangan, Dirut Peruri, Meriteri SOSial, Gubernur Sumut,

DRRD Kota Pematang Siantar, Walikota Pematang Siantar sampai akhir

tahun 2005 Pemohon tidak dapattanggapan atau pun baiasan;

h. Bahwa pada tangga1 23 September 2005 Pemohon me!aporkan kepada

Komisi Ombudsman Nasionaltentang 2 (dua) hai yaitu penganUgeiahan

tanda kehormatan dan permohonan/kompensasi. Dan sini inulai

mendapat titik terang bahwa Komisi Ombudsman Nasional telah

menyurati/meneruskan pihak-pihak terkait dan juga menembuskan

kepada pihak-pihak terkait;

i. Bahwa pada akhirnya tangga1 6 November 2009 di era Reinenntahan

Presiden Susilo Barnbang Yudoyono ternitlah Keputusan Presiden RI No.

060n'KfFahun 2009, yang mengabulkan salah satu permohonan

Pemohon yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa "Bintang Jasa

Utama" kepada oreng tua Pemohon A1m. Bapak Gortap Sitompul, karena

telah bedasa dalam perluangan dan pembangunan ekonomi pada saat

awal kernerdekaan Rl yang dengan segenap kernampuan dan tekat

meminiamkan a!at percetakan kepada Pemerintah Rl untuk mencetak

Oeang Repoeblik Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang

Jepang dan uang NICA (Belanda) sena usaha tanpa kenaltakut yang

9
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dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetank uang besena tinta

dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura dengan care

menyelundup meIelui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan karena situasi

yang tidak mein ungkinkan untuk meinbawa secara normal;

I. Bahwa masih ada permohonan Pemohon yang hingga kini belum

torlaksana meskipun sudah ada penganugerahan "Bintang Jasa Utama"

yaitu permohonan penggantian/kompensasi atas peminjaman 4 (empat)

mesin percetakan inilik A1m. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta

dan kertas yang digunakan o1eh Pemerintah Rl pada tahun 1947 untuk

mencetak ORIPS.

k. Bahwa 4 (empat) mesin percetakan inilik A1m. Bapak Gortap Sitompul

berupa satu mesin cetak Gordon, satu mesin Getak Srielpers dan dua

buah mesin cetak Heidelberg otomatis yang dibeli dan "De Dell Courant"

(perusahaan Belanda) di Medan. Benkut biaya tinta dan kertas yang di

Pintam pakai o1eh Pemerintah Rl pada tahun 1947 untuk mencetak

ORIPS tidak dikembalikan atau tidak ada penggantian kepada A1m. Bapak

Gortap Sitompul ataupun kepada Pemohon seiaku ahli warisnya sampai

detik ini;

I. Bahwa oreng tua Reinohon A1m. Bapak Gortap Sitompul yang karena

tidak dikembalikannya 4 (empat) mesin percetakan berikut bi8ya tinta dan

kerias, telah dirugikan hak Konstitusional dengan berlakunya Pasa1 1740

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak

menerangkan atau menyebutkan secara tegas yang dimaksud Pmak

Lainya, yang menyebabkan Pemerintah Rltidak me ini!ikiitiKat baik karena

beranggapan tidak harus atau wajib mengembalikannya. Terbukti sampai

saat detik ini padahalI'emerintah Rl mengakui apa yang sudah dilakukan

o1eh oreng tua Reinohon A1m. Bapak Gortap Sitompul dengan terbitnya

Keputusan Presiden RI No. 060n'KITahun 2009, yaitu penganugerahan

tanda kehormatan berupa "Bintang Jasa Utama" karena telah bedasa

dalam pertuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal

kernerdekaan Rl yang dengan segenap kernampuan dan tekat

meminiamkan alat percetakan kepada Pemerintah Rl untok mencetak

Oeang RepoebliK Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang

Jepang dan uang NICA (Belanda) sena usaha tanpa kerialtakut yang

.
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dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetank uang besena tinta

dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura

IV. PETITUM:

Beadasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa materi inuatan Pasa1 1740 Kitab Undang Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) belientangan dengan Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknaitidak

memberikan hak kepada Pemerintah Rl untuk mengembalikan bareng

yang dipinjamkan (telah dipakai);

3. Menyatakan materi inuatan Pasa1 ,740 Kitab Undang Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) tidak meinpunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang dimaknaitidak memberikan hak kepada Pemerintah Rl untuk

mengembalikan bareng yang dipinjamkan (telah dipakai);

4. Atau jil<a Malelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menggangap Pasal

1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap

meinpunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, inohon kiranya

Maielis Flakim Konstitusi agar dapat memberikan tafsir konstitusional

terhadap Pasa1 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally

consulutibnal) jika diartikan bahwa 'Pityam Pakai adalah suatu petitanjian

dengan inaria pmak yang satu memberIkan suatu bareng kepada pmak yang

lainnya untukdj;)akatiengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima

bareng inI setelah meinakainya atau setolah Iewatnya suatu waktu tertentu,

akan mengembalikannya. Termasuk Pemerintah Republik Indonesia yang
medadiPihakyang lainnya".

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Benta Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

.
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Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, inohon putusan yang seadil
adjlnya (ex aequo at bono).

Hormat Saya,

Pemohon,

1<A


